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Abstrak 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel otonomi daerah memberikan 
ruang untuk masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan.  Hal tersebut memungkinkan 
masyarakat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Dengan menggunakan indikator produktivitas, kualitas 
layanan, responsivitas, respontabilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan kinerja BPD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, efektivitas kinerja BPD Ciledug dalam hal produktivitas sudah baik melihat kualitas, dan kuantitas yang 
sudah memadai, kualitas pelayanan yang diberikan sudah cukup baik hanya saja kurang terjalinnya intensitas 
komunikasi antara BPD dengan masyarakat, Respontivitas yang diberikan BPD Ciledug kepada masyarakat cukup 
baik namun terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi karena 
rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dalam dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
respontabilitas lembaga BPD sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut masyarakat dalam hal 
akuntabilitas, pemerintah desa bersama BPD sudah bersikap transparan dan terbuka dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa. 
 
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Daerah, Demokrasi, Efektivitas Kinerja, Pemerintahan Desa. 
 

Abstract 
In order to realize democratic, open and accountable government, regional autonomy provides space for the 
community to contribute to development activities. This allows society to become both the object and subject of 
development. By using indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. 
This research aims to evaluate and improve the performance of BPD in realizing democratic governance. Using 
qualitative descriptive research methods with data sources from observation, interviews and documentation. Based on 
the results of the study, the effectiveness of BPD Ciledug's performance in terms of productivity is good looking at the 
quality, and quantity is adequate, the quality of services provided is quite good, it's just that the lack of communication 
intensity between BPD and the community, the responsiveness provided by BPD Ciledug to the community is quite good 
but there are obstacles, namely the lack of understanding of the community in receiving information due to the low 
level of education it has.  In carrying outits duties and obligations, the responsibility of BPD institutions is in 
accordance with applicable regulations. According to the community, in terms of accountability, the village 
government together with BPD have been transparent and open in organizing village government. 
 
Keywords: Village Consultancy Board, Democracy, Performance Effectiveness, Village Government. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan daerahnya 

sendiri dengan tetap dalam pengawasan pemerintah pusat atau disebut otonomi daerah. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel 

otonomi daerah memberikan ruang untuk masyarakat dapat berkontribusi dalam 

kegiatan pembangunan.  Hal tersebut memungkinkan masyarakat menjadi objek 

sekaligus subjek pembangunan. Didalam susunan lembaga pemerintahan daerah, desa 

menjadi lapisan lembaga Negara yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat 

(Suryadi, 2015).  

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) dijelaskan “Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

(Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). 

Pemerintahan desa diberikan hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus 

kepentingan pemerintahannya dan masyarakatnya berdasarkan asal usul nilai sosial dan 

budaya yang tumbuh berkembang dengan desa tersebut (Barniat, 2018). Roda 

pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa berserta jajarannya. Dalam 

mewujudkan demokratisasi tingkat desa, terdapat lembaga BPD yang berfungsi sebagai 

badan perwakilan untuk mewadahi berbagai aspirasi masyarakat desa, membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa, serta mengawasi efektivitas kepala desa.  

Pembentukan sebuah kelembagaan BPD di tiap desa dilatarbelakangi oleh 

peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Hartati, 2018). BPD merupakan perwujudan dari perwakilan masyarakat yang 

berkedudukan sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa. Kelembagaan BPD juga 

berperan aktif dalam pembangunan bersama kepala desa dengan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat (Maslikan, 2020).  

BPD dijadikan jembatan interaksi antara Kepala Desa dan masyarakat desa 

sehingga berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik maupun peraturan desa 

yang dibuat dapat sesuai dengan keadaan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat 

dalam kegiatan pemerintahan desa dapat menciptakan situasi kondusif, terarah sehingga 
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kesejahteraan dan demokratisasi masyarakat desa dapat tercapai dengan baik. Struktur 

keanggotaan BPD tersusun dari berbagai tokoh elemen masyarakat seperti ketua RT, 

ketua RW, maupun para pemuka agama yang dipilih secara demokratis untuk mewakili 

masyarakat desa (Putra Rizki Rahadianto, Silviana Ana, 2017). Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan desa, terkadang timbul berbagai permasalahan dimana 

masyarakat desa menilai pemerintah desa tidak dapat mewujudkan pemerintahan desa 

yang transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga membuat rendahnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Rendahnya unsur demokratisasi 

tersebut juga terjadi pada Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media berita online PosBekasi.com, 

lambannya kepekaan Kepala desa menjadi salah satu kendala dalam menciptakan 

demokratisasi desa sehingga menimbulkan kekisruhan pada saat pemilihan ketua RW, 

dan masih minimnya keikutsertaan masyarakat Desa Ciledug yang terlibat dalam 

kegiatan pemilihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran BPD untuk dapat 

mewujudkan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi demokratisasi dengan 

melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan sistem pemerintahan desa.  

Adanya keselarasan antara pencapaian kinerja pihak terkait dengan visi misi 

organisasi akan menciptakan kualitas kinerja yang baik (Purnama Dewi Krisna, 2014). 

Efektivitas kinerja organisasi merupakan prediksi akan hasil pencapaian kerja yang 

diperoleh suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dengan sumber daya 

yang dimiliki organisasi tersebut. Pada penelitian ini membahas mengenai organisasi 

pemerintahan dimana untuk menentukan efektivitas kinerja sebuah organisasi publik 

dibutuhkan indikator atau faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi 

tercapainya sebuah tujuan organisasi tersebut. Dalam mengukur kinerja birokrasi di 

kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, peneliti menggunakan konsep teori kinerja 

menurut Agus Dwiyanto (dalam Ismoyo, 2017) yang terdiri dari  Produktivitas, Kualitas 

Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan  Akuntabilitas. 

Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi pada prinsip 

demokratisasi, sehingga dibentuklah sebuah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

berfungsi untuk mewadahi dan mengutarakan aspirasi masyarakat desa serta membuat 

dan menetapkan berbagai kebijakan bersama Kepala Desa. Menurut Michael G. Roskin 

dkk dalam Wahyuningrum (2016) “demokrasi berasal dari kata demos yang berarti 

rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah rakyat 
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mempunyai kekuasaan atau bisa disebut government or ruleby the people (pemerintahan 

oleh rakyat)”. Pada penelitian ini membahas mengenai demokrasi pada pemerintahan 

daerah terutama pemerintahan pada tingkat desa. Pemerintah desa dalam membuat 

berbagai peraturan desa hendaknya melibatkan masyarakat sehingga berbagai 

peraturan yang dibuat dan ditetapkan dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

masyarakat.  

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapabilitas BPD untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja yang 

dilakukan kelembagaan BPD Desa Ciledug agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berjalan secara optimal dengan selalu berorientasi pada masyarakat.  

METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data penelitian 

dengan penjabaran dan pengambaran terhadap sebuah fenomena ilmiah. Pendekatan 

kualitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan fenomena secara benar dan relevan sesuai kenyataan yang terjadi 

(Tsar, 2016). Penelitian deskriptif dipilih karena memudahkan peneliti untuk 

menyajikan data secara sistematis dan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan 

lapangan yang sebenarnya. Dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi 

penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan 

dilapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan 

dan mendokumentasikan foto maupun video terhadap kegiatan observasi dan 

wawancara yang dilakukan mengenai efektivitas kinerja yang dilakukan kelembagaan 

BPD di Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi. Data pada penelitian ini bersumber dari data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan bersumber dari data sekunder dengan 

menganalisis berbagai artikel ilmiah yang mendukung serta dokumen-dokumen 

pendukung resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 hingga 15 

Maret 2022. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melibatkan sebanyak 5 informan 

yang terdiri dari Kepala Desa Ciledug, ketua BPD Desa Ciledug dan tiga orang masyarakat 

Desa Ciledug. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai Efektivitas Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa Ciledug Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang 

Demokratis, berikut Produktivitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk 

melihat kemampuan birokrasi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki agar mencapai 

hasil yang optimal data dan infomasi yang diperoleh dari para informan melalui kegiatan 

wawancara serta studi dokumentasi: 

Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug 

Produktivitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk melihat 

kemampuan birokrasi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki agar mencapai hasil 

yang optimal. Produktivitas dapat dikatakan sebagai sikap atau upaya yang dilakukan 

untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya (Afrizal et al., 2021). Dalam hal ini kualitas 

dan kuantitas BPD Desa Ciledug diperlukan untuk mewujudkan demokratisasi pada 

penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Berdasarkan kegiatan wawancara bersama 

para informan, produktivitas kinerja para anggota BPD desa Ciledug sudah baik dan 

produktif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam menjalankan tugas serta 

fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengumpulan aspirasi masyarakat.  

Perihal kualitas para anggota lembaga BPD sudah tidak diragukan lagi mengingat 

akan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggotanya. 

Keberhasilan atas kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat 

didukung oleh ketersediaan sarana maupun prasarana yang memadai. Kinerja BPD 

hingga saat ini sudah sesuai regulasi yang terdapat di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan serta dalam hal kuantitas jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga 

BPD sudah sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. Dalam hal hubungan kerja yang 

semestinya dibangun antara Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra kerjanya sudah 

terjalin dengan baik saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan 

demokratisasi pada tingkat desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa  sesuai 

dengan yang masyarakat butuhkan. 
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Kualitas Layanan Badan Permusyawatan Desa (BPD) Ciledug 

Kualitas  pelayanan  merupakan upaya dalam memberikan  kesempurnaan  

pelayanan  yang  dilakukan oleh  penyedia  layanan dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  

keinginan  masyarakat  serta ketetapan  dalam  penyampaiannya  untuk  mengimbangi  

harapan  masyarakat (Makmur et al., 2022). Kualitas layanan sebagai bentuk kepuasaan 

yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sikap atau perilaku para anggota lembaga BPD 

dalam menanggapi keluhan yang ada. Berdasarkan hasil pengambilan data dari 

wawancara dilakukan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya lembaga BPD desa Ciledug sudah cukup baik dalam perihal 

keterbukaan, penampilan, dan sikap dalam menanggapi persoalan masyarakat. Namun 

terdapat permasalahan dimana kurang terjalinnya intensitas komunikasi yang dilakukan 

kepada masyarakat dibuktikan hanya terdapat musyawarah desa atau musyawarah 

dusun saja yang rutin dilaksanakan diakhir tahun. Hal tersebut terkadang membuat 

misskomunikasi yang terjadi dimasyarakat sehingga hubungan kedekatan dengan 

masyarakat tidak berjalan dengan semestinya.  

Responsivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug  

Responsivitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki lembaga pemerintah 

untuk dapat mengenali kebutuhan masyarakat, dan kepekaan dalam menanggapi 

permasalahan yang terjadi (Wulandari & Utomo, 2021). Indikator responsivitas menjadi 

tolak ukur keselarasan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang 

dibutuhkan berdasarkan aspirasi masyarakat  Menurut pernyataan beberapa informan, 

BPD Desa Ciledug telah cukup sukses dalam melakukan pembangunan sesuai aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat, seperti yang dibuktikan oleh keberadaan program 

pembangunan sepitank dan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang diperuntukan 

untuk masyarakat kurang mampu. Dalam mengambil sebuah keputusan atau merespon 

keluhan masyarakat BPD ciledug menggunakan konsep kolektif kolegia dalam 

menampung aspirasi masyarakat melalui RT, RW, dan dusun sehingga mekanismenya 

dapat terstruktur dengan baik.  

Harapan kedepannya terjadi peningkatan respon pemerintah desa khususnya BPD 

terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar demokratisasi pemerintahan 

desa dapat terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan 

terkadang terdapat hambatan atau sebuah tantangan, di Desa Ciledug sendiri terdapat 

kekurangpemahaman masyarakat dalam menerima informasi yang diberikan salah satu 
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penyebabnya karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Masyarakat 

desa Ciledug cenderung pasif dalam kegiatan pembangunan seperti gotong royong hanya 

sebagian masyarakat saja yang ikut serta. Namun, dalam kegiatan pemungutan aspirasi 

masyarakat Desa Ciledug ini sudah cukup baik dalam menyampaikan aspirasinya 

terhadap pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Responsibilitas Badan Permusyawaratn Desa (BPD) Ciledug 

Responsibilitas dapat dikatakan sebagai bentuk tanggungjawab yang dimiliki oleh 

para anggota lembaga. Dimana indikator ini menjadi tolak ukur yang menunjukan 

seberapa jauh proses dalam menanggapi masyarakat yang dilakukan BPD sesuai dengan 

prinsip-prinsip administrasi dan sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada baik 

secara eksplisit maupun implisit serta tidak melanggar berbagai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku (Aulia, 2020). Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja BPD 

Desa Ciledug dalam perihal indikator responsibilitas sudah baik dalam melakukan tugas 

dan tanggungjawabnya sesuai dengan regulasi maupun perundangan-undangan. 

Dalam melaksanakan kewajibannya, para anggota BPD memiliki struktur 

kelembagaan mengenai tugas, pokok dan fungsi masing-masing anggota. Agar roda 

pemerintahan berjalan secara optimal maka kelembagaan BPD Ciledug mempunyai 

konsep sirkulasi BPD dimana terdapat target yang harus dicapai dalam mengoptimalkan 

perannya dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Para anggota BPD juga 

berkomitmen untuk melakukan tugasnya dengan berupaya terjun langsung kepada 

masyarakat untu menjalin dan memperbaiki komunikasi. Jika terdapat penyimpangan 

yang dilakukan oleh para anggota BPD makan penyimpangan tersebut akan di telaah 

dengan cermat dan segera diatasi dengan menggunakan langkah-langkah preventif 

maupun represif. Jika penyimpangan yang terjadi mengenai kinerja yang lemah maka 

akan diatasi dengan langkah represif berdaasarkan asas kekeluargaan dan jika terdapat 

penyimpangan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku maka akan ditindak lebih 

lanjut dengan lembaga yang lebih tinggi.  

Akuntabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk melaporkan 

pertangungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi. Laporan 

pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana 
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kinerja sektor publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Febrianti & Priyadi, 

2022).  

Dalam menjalankan tugasnya anggota BPD mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan kinerja kerjanya kepada masyarakat mengenai apa saja tugas dan kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Berdasarkan beberapa informasi diatas dapat disimpulkan, BPD 

desa Ciledug dalam parameter akuntabilitas kinerja cukup baik, karena dapat dilihat 

kelembagaan tersebut berusaha untuk terbuka kepada masyarakat dalam 

meyelenggarakan pemerintahan. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya 

terdapat pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing anggota agar tidak 

terjadi tumpang tindih kewenangan.  

Dalam mempertanggungjawabkan peran yang dilakukan selalu dilakukan evaluasi 

setiap 3 bulan sekali guna untuk mengoptimalkan kinerja yang dimiliki para anggota 

BPD dan dalam melaksanakan tugasnya terdapat portofolio mengenai kegiatan apa saja 

yang dilakukan kepada masyarakat sehingga terdapat dokumentasi mengenai kinerja 

yang dilakukan BPD yang sistematis dan terstruktur per 1 tahun. 

Kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh para anggota BPD periode saat ini,  sudah 

memadai dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta menampung 

aspirasi masyarakat sehingga lebih produktif dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja cukup memadai dari segi 

keseluruhan aspek. Kualitas pelayanan para anggota BPD dalam merespon berbagai 

keluhan masyarakat cukup baik hanya saja kurang terjalinnya intensitas komunikasi 

yang dilakukan kepada masyarakat. Dibuktikan hanya terdapat musyawarah dusun saja 

yang rutin dilaksanakan diakhir tahun.  

Responsivitas dalam menanggapi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat 

sudah cukup baik dalam melakukan pembangunan, dimana terdapat berbagai program 

pembangunan yang selaras dengan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat seperti 

program pembangunan sepitank dan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).  Dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya para anggota BPD sudah sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Para anggota BPD juga berkomitmen untuk melakukan tugasnya 

dengan berupaya terjun langsung kepada masyarakat untuk menjalin dan memperbaiki 

komunikasi. Jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota BPD maka 

penyimpangan tersebut akan dianalisis dengan cermat dan segera diatasi dengan 

menggunakan langkah-langkah preventif maupun represif.  
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Kelembagaan tersebut berusaha untuk selalu terbuka kepada masyarakat dalam 

meyelenggarakan pemerintahan. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, para 

anggota BPD mempunyai struktur pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya masing-

masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam 

mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya selalu dilakukan evaluasi yang 

dilaksanakan setiap 3 bulan sekali guna untuk mengoptimalkan kinerja yang dimiliki 

para anggota BPD.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

hingga saat ini efektivitas kinerja BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang 

demokratis sudah dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik diukur melalui beberapa 

parameter keberhasilan seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 

responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun masih ditemukannya evaluasi yang harus 

diperbaiki maupun ditingkatkan. Seperti permasalahan miskomunikasi dan kurangnya 

pemahaman dalam menerima informasi yang diberikan. Hal ini disebabkan masih 

rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki serta masyarakat desa Ciledug yang 

cenderung pasif dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Diperlukan peningkatan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra 

kerja yang saling berkolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. 

Sehingga Harapan kedepannya terdapat peningkatan respon pemerintah desa khususnya 

BPD terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar demokratisasi 

pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik. 
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